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KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 621 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu adanya upaya
pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan
dari integritas pegawai pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi , Korupsi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada
Kementerian Agama;
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Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi;

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentangPengendalian Gratifikasi pada
Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

UPT bertugas:

a.

b.

memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit
pelaksana teknis;

menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis
atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;

meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;

meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah
oleh UPG;

menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit
pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh
KPK;

memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem
pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam
penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;

melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan
pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi;

melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan

. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada satuan

kerja dan unit pelaksana teknis.

UPG berkedudukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 175 Tahun 2023 dan
Keputusan Rektor Nomor 699 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19631222 199403 2 002
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Lampiran I

Keputusan Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Nomor : 621 Tahun 2025
Tanggal : 23 Juli 2025

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Susunan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi pada UIN Syarif Hidayatullah

Ketua :  Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
Sekretaris :  Dr. Yulianti, M.Si., CGAE., CFA
Pelaksana : 1. Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si

2. Dr. Nanang Fatchurochman, SH., S.Pd., M.Pd

3. Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc.,M.Pd

4. Naili Ulva Sa'adah, S.Kom

5. Nursilowati, SE

6. Ahmad Afandi, SE., ME., CRMP., PIA., CFA., CPIA

7. Dian Naddyrah, SE., M.Ak., CPIA., CFA

OfiR o
Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001
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